Wisata Danau Perintis tingkatkan PAD Pemkab Bone Bolango

https://gorontalo.antaranews.com/berita/267123/pemkab-bone-bolango-rencanakan-wisata-lombongo-dikelola-pihak-ketiga

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi
Gorontalo terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pariwisata, melalui

pengembangan destinasi Danau Perintis.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango Yudiawan Maksum di Gorontalo,
Kamis mengatakan sejak tahun 2022 hingga 2024, Danau Perintis telah mendominasi sebagai destinasi

yang berkontribusi besar bagi PAD Kabupaten Bone Bolango.

"Pada tahun 2022 pemerintah menetapkan harga tanda masuk sebesar Rp5 ribu bagi setiap pengunjung,
sehingga rata-rata pendapatan setiap minggunya mencapai Rp21 juta per minggu, dan per bulan pernah

mencapai di angka Rp78 juta," ucap dia.

Pada awal tahun 2024 ini, pengelolaan objek wisata itu mengalami perubahan karena biaya karcis
masuk dihilangkan, dan pengunjung hanya diperkenankan membayar retribusi parkir kendaraan, yakni

untuk motor Rp3 ribu, dan mobil Rp5 ribu.

Hal itu yang mempengaruhi menurunnya kontribusi PAD dari Danau Perintis, namun begitu dari sisi
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), saat ini justru mengalami peningkatan, dimana para pelaku

UMKM mendapatkan kesempatan untuk menjalankan usahanya.

Terkait dengan peraturan penghapusan karcis masuk di objek wisata itu, kata dia pihaknya sedang
melakukan evaluasi bersama pihak terkait, agar pemanfaatan destinasi wisata ini benar benar terlaksana

dengan baik.

"Untuk bagaimana keputusan peraturan bupati nanti, kita masih menunggu. Yang pasti kita terus

melakukan berbagai upaya peningkatan dan pemanfaatan dengan sebaik-baiknya," kata Yudin.
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Sumber Berita:

a. https://gorontalo.antaranews.com/berita/266835/wisata-danau-perintis-tingkatkan-pad-pemkab-
bone-bolango [diakses pada 30 September 2024];

b. https://gorontalo.disway.id/read/destinasi-danau-perintis-tingkatkan-pad-pemkab-bone-bolango/
[diakses pada 30 September 2024];

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, pada:
a. Pasal 1:

1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan;

4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;

5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;

6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBIT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau
jasa tertentu;

7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
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8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat
MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;

10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;

11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

terdiri atas:

1) hurufa PBB-P2;

2) huruf b BPHTB;

3) Thurufc PBJT;

4) huruf d Pajak Reklame;

5) hurufe PAT;

6) huruf f Pajak MBLB;

7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;

8) huruf h Opsen PKB; dan

9) hurufi Opsen BBNKB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
a. Pasal 1:

1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban
Daerah tersebut;

2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
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4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

a) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi,

bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
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